
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

TAHUN 2012 SERI A NOMOR 30 

 

 
PERATURAN BUPATI MAGELANG 

NOMOR  30  TAHUN  2012 

TENTANG 

PERUBAHAN  KELIMA ATAS  PERATURAN  BUPATI  MAGELANG  
NOMOR  10 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAGELANG, 

Menimbang  : a. bahwa untuk jenis belanja pegawai pada kelompok 
belanja tidak langsung pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Muntilan, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Dinas Perhubungan, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Borobudur, 
Kecamatan Salam, Kecamatan Dukun, Kecamatan 
Bandongan, Kecamatan Windusari,  dan Satuan Polisi 
Pamong Praja terdapat rincian obyek yang tidak 
mencukupi sehingga perlu dilakukan penambahan 

anggaran dengan mengurangi anggaran yang lebih 

melalui pergeseran anggaran; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu melakukan Perubahan  
Kelima Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 
Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran  Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang    Nomor    13   Tahun   1950     tentang  
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 



  

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

5.  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 



  

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5155); 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 

 

 

 

 



  

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2008     Nomor 7); 

22.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun 2008   Nomor 21); 

23.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 6); 

 

 

 

 

 



  

24.  Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A 
Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 
Tahun 2012 tentang  Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A 

Nomor 22) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN     BUPATI     TENTANG    PERUBAHAN   
KELIMA   ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 
10 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal  I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2012 Seri A Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2012 
tentang  Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 
10 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 22) diubah sebagai 
berikut: 

1. Diantara Pasal 2D dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 
2E yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2E 

(1) Pengeluaran anggaran Gaji dan Tunjangan untuk pembayaran 
kekurangan Gaji dan Tunjangan pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Muntilan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas 

Perhubungan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Kecamatan Borobudur, Kecamatan Salam, Kecamatan Dukun, 
Kecamatan Bandongan, Kecamatan Windusari,  dan Satuan Polisi 
Pamong Praja ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. 



  

(2) Ketentuan besaran BELANJA TIDAK LANGSUNG pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Muntilan, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Dinas Perhubungan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Salam, Kecamatan 
Dukun, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Windusari,  dan Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam lampiran II Peraturan Bupati Magelang 
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2012 tentang  Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Magelang. 

 

Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 13 Oktober2012 
 
BUPATI  MAGELANG, 

         ttd 

 

SINGGIH SANYOTO 

 

 

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2012 Seri A Nomor 30 
Tanggal 13 Oktober 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 

ttd 
 

UTOYO 

 



  

 

 
 

 

 


